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SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK,

Menimbane @ a. bahwa pelayanan kepada masyarakat oleh aparatur
pemerintah perlu terus ditingkatkan, sehingga mencapai
kualitas vang diharapkan,

. bahwa untuk mengetahui kinerja pelayanan aparatur
pe *.w:‘*n‘r&h kepada masvarakat, perlu dilakukan

penilaian atas pundapa; masyarakat Lo -imdup pelayanan,

mcia;uz penyusunan indeks kepuasan masyarakat,
pen ‘

o hahwa herdassarkan ?3"7’4qrwr.‘undnnn §’r>1*>1‘;3‘)}‘§}( Indonesis
l“m nor 20 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan
Nasional {PROPENAS), salah satu kf;;'wan dalam upava
meningkatkan pe Ea_j.';r,zzaz_z publik  adalah  menyusun
indeks Kepuasan Masyarakkal sebagai tolok ukur
rerhadap optimalisasi kinerja pelayvanan publik oleh
APATALUT PRmerinian kepada masyarakay,

d. bahwa untuk maksud tersebut pdd huruf a, b dan ¢

periu ditetapkan dengan Keputusan.
Welgiligel . L. Fosdl 18 avat O Undang Undang Desar Kegara Republik

Indonesia Tahun 1945;

£ r Nomor 28 1999 tentang
Pe mufrugﬂawtau Negara Yang Bers:li dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republih Indonesia Tahun 1899 Nomeor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831);

3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang

3

Rencana Pembangunan Jangka Mes
Nasional Tahun 2010-2014;

10

cngah Daes

4.  Peraturan Mernten Dalam Negen Nornor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana fhh diubah f‘)fi)r‘!“—a'{‘,&* abl terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri f\?’ﬁ"l*}i’ 12 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pongelolaan Keuangan Daerah {Berita Negara Republik

Indonesia 1dhun 2011 Nomor 310);



10.

P
ok

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemermtah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan
Rancangan  Awal, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturag Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah {RPJPD) Tanun 2008-2028 {Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Nomor o),

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5
Tahun 2013 tenlang Rencana pembangunain Jangka
Mencngah Dacrah (RPUMD) Provinsi Kalimantan Barat
Tahun  2013-2018  (Lembaran  Daerah  Provinsi
Kaumantan Barat Tahun 2013 Nomor Y,

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor & Tahun 2008
tentang Bidang Urusan Pemserinlalian yauy Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kota Ponianak ({Lembaran
Daerah Kota Pontianak Tshun 2008 Nomor 7 Seri E
Noraor 1Y,

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomwor 10 Tahun 2008

tentang Rencana Pembanguaai Jaigha FPanjang {(RPJPD)
Kota Pontianak Tahun 2005 - 2023 {Lembaran Daerah

Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9j;

Peraturan Daerah Kota Pontanak Nomor 2 Tahun 2013
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak
Tahun 2013-2033 (Lembaran Dacrai Kota Pontlanak
Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Pontianak Nomor 117};

Peraturan Daerah Kota Pontlanak Nomor € Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Pontianak Tahun 20135-2018 ([Lembaran
Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 6, Tambanan
Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 129):

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Pontianak (Lembaran Daeral: Kota Pontanak
Tahun 2016 Nomor 149);

Keputusan  Walikota  Pontianak  Nomor 700 1/
Qet DPRD/ Tahun 2014 tentang Pengesahan Rencana
Strategis Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2015-
2019G;

Keputusan Sekretaris DPRD Kota Pontianak Nomor 12
Tahun 2014 tentang Pengesshan Rencana Strategis
Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 20135-2019



LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KOTA PONTIANAK
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MEMUTUSKAN ;

Menetapkan @

Membeniuk Tirn  Tindak Lanjut  Pengaduan dan
Penyampaian Aspirasi Masyarakat untuk Anggota DPRD
dan lerhadap Pelayanan Sckreianar DFRD  Kota
Pontiganak Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

RESATU

Keputusan ini mulal berlaku pada tanggal diterapkan
dan dapat ditinjau kembali apahila terdapat kekelituan

e e bl I3y iney 3 1a1
untus diperioaikl.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal #  Januari 2017
A

SEKRETARIS DPRD HOTI‘&} PONTIANAK

..

ADE HALIDA YAFILUS, 8.Sos.
NIP. 18590412 198411 2 001

Tembusan: Disamipaikan Kepada Yih .

1. Kepaia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak



